
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun Anggaran 2020; 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD merupakan 
dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun 
anggaran; 

BUPATI REMBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 

TENT ANG 

NOMOR 15 TAHUN 2019 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

BUPATI REMBANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 



I 

I 
. I 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ~977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
I~dones1a No1n;or 3098) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedelapan belas Atas 
Pe~~turan P~merin~~ ~omor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
GaJ1 Pegawai Negen S1p1l (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 43); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tent~ng Siste~ 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5049); 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenta1:g Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemermtahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara J Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 106}; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah{Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); 



32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 128); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik 
Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK 
Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah (Lampiran Daerah 
Kabupaten Rem bang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 106) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik 
Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK 
Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 4); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61); 

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Peratu.ran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ten tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 106); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 



(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: 
a. Pendapatan Asli Daerah 

sejumlah Rp 307.258.621. 706,00 
b. Dana perimbangan 

sejumlah Rp l.118.646.021.000,00 c. Lain-lain pendapatan 
daerah yang sah sejumlah Rp 465.848.611.000,00 

Pasal 2 

0,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
tahun Berkenaan: Rp 

3. Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan Rp. 162.548.944.054,00 
b. Pengeluaran Rp. 89 .868.368.000 ,00 

(-) 
Pembiayaan Netto Rp. 72.680.576.056,00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.891. 753.253. 706,00 
2. Belanja Daerah . Rp. l.964.433.829.762,00f·) 

Defisit (Rp. 72.680.576.056,00 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 
2020 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI REMBANG 
dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEK REMBANG 

Dengan Persetujuan Bersama 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 132); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 3 Tahun 201 7 
tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2019 Nomor 3); 



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 
jenis belanja: 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 202.820.515.800,00 
b. Belanja barang danjasa sejumlah Rp 325.715.413.911,00 
c. Belanja modal sejumlah Rp 255.283.342.685,00 

377.514.918.600,00 
1.000.000.000,00 

12.357.333.100,00 

698.334.578.666,00 
1.631.632.000,00 

81.476.375.000,00 
8.299.720.000,00 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 
b. Belanja Bunga Rp 
c. Belanja Hibah sejumlah Rp 
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / 

Kabupaten I Kota / dan Pemerintah 
Desa sejumlah Rp 

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 
Pemerintah Desa dan Partai Politik 
sejumlah Rp 

g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas jenis belanja: 

Rp l.180.614.557.366,00 
Rp 783.819.272.396,00 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 
b. Belanja Langsung sejumlah 

Pasal 3 
( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terctiri atas: 

a. Hibah sejumlah Rp 5.000.000.000,00 
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerin ta.h Daerah Lainnya sejumlah Rp 106.030.000.000,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
sejumlah Rp 354.818.611.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi a tau 
Pemerintah Daerah Lainnya Rp 0,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri atas jenis pendapatan: 

854.512.647.000,00 
264.133.374.000,00 

Rp 
Rp 

(3) Dana perimbangan sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas jenis pendapatan: 
a. Dana Transfer Umum 
b. Dana Transfer Khusus 

172.844.981.706,00 Rp 

10.840.309.000,00 Rp 

100.522.250.000,00 
23.051.081.000,00 

Rp 
Rp 

huruf a (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
terdiri at.as jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah 
b. Retribusi Daerah sejumlah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan sejumlah 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Sah 



1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. La.mpiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, dan Kegiatan; 
5. Larnpiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalarn 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jurnlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Larnpiran VII Daftar Piutang Daerah; 
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
9. La.mpiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penarnbahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 
11. Larnpiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang 

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah dan 
13. Lampiran XIII Daftar Pinjarnan Daerah dan Obligasi Daerah. 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 1, tercanturn dalarn Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas 

Pasal 5 

6.000.000.000,00 
83.868.368.000,00 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Daerah sejumlah Rp 
Pembayaran Pokok Hutang Rp 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis 
pernbiayaan: 

82.548.944.056,00 
80.000.000.000,00 

Sisa Lebih Perhitungan· Anggaran Tahun 
Anggaran Sebelumnya sejumlah (SiLPA) Rp 
Penerimaan Pinjaman BLUD Rp 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis 
pembiayaan: 

Rp 162.548.944.056,00 
Rp 89.868.368.000,00 

a. Penerimaan sejumlah 
b. Pengeluaran sejumlah 

Pasal 4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR I', 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINS! JAWA 
TENGAH ( 15" /2019) 

SUBAKTI 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 17 Dese.n1ber .2ol9 

SEKRETARIS DAERAH 
~REMBANG 

BUPATI REMBANG, 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 27 D.eserr1ber 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah irii dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Rem bang. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 

Pasal 8 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran 
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam 
laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memenuhi kriteria : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

Pasal 7 

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 
2020. 

Pasal 6 


